
SALINAN

PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA

NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2OT4

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 12 TAHUN 2OII TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa ketentuan terkait pengundangan dalam

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan perlu disesuaikan agar

Peraturan Perundang-undangan yang telah

ditetapkan/disahkan Presiden dapat segera

diberlakukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2Oll tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

Mengingat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

SK No 046101 A

1

2.Undang-Undang...



Menetapkan

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234)r sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OI9

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2Oll tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2Oll tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor l99l;

MEMUTUSKAN

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2OI4

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2OTI TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 151 dalam Peraturan Presiden Nomor

87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 199) diubah

sebagai berikut:
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Pasal 151

(1) Menteri menandatangani pengundangan:

a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang;

b. Peraturan Pemerintah;

c. Peraturan Presiden; dan

d. Peraturan Perundang-undangan lain yang

menurut Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku harus diundangkan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia,

dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah

Peraturan Perundang-undangan tersebut.

(21 Pembubuhan tanda tangan Menteri untuk

pengundangan pada naskah Peraturan Perundang-

undangan dilakukan dalam waktu paling lama

I x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitu4g sejak

Peraturan Perundang-undangan ditetapkan/disahkan

Presiden.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2O2l

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLTK INDONESIA
Bidang Pen-rndang-undangan

ttd

ttd

Hukum,

SK No 106890 A

ti

Si Djaman


